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Abstrak 

Perdagangan lintas batas berada di perbatasan dua negara, dapat memberikan dampak bagi 

peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut, karena pembangunan kawasan perbatasan saat 

ini dilakukan dengan pendekatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan 

dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Hal ini menjadi peluang bagi UMKM di 

wilayah perbatasan untuk meningkatkan pendapatan mereka.  Hasil pengamatan menunjukkan masih 

banyak pelaku UMKM di wilayah perbatasan belum mengetahui mekanisme pengurusan dokumen 

ekspor impor agar dapat memasarkan produk mereka. Masalah lainnya adalah sebagian besar pelaku 

UMKM tidak membuat laporan keuangan sederhana.  Oleh karena itu tujuan kegiatan ini adalah untuk 

memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM di wilayah perbatasan Indonesia 

dan Timor Leste. Manfaat dari kegiatan ini adalah agar pelaku UMKM dapat memahami mekanisme 

pengurusan dokumen ekspor impor dan dapat membuat laporan keuangan sederhana. Metode yang 

digunakan adalah ceramah dan diskusi dengan pelaku UMKM dan Pengelola PLBN Mota’ain. Hasil 

dari kegiatan pegabdian ini adalah para pelaku UMKM di daerah perbatasan mengetahui dan 

memahami proses pembuatan dokumen ekspor dan impor untuk meningkatkan pendapatan mereka 

dan pembuatan laporan keuangan sederhana. 

 

Kata Kunci : ekspor; impor; laporan keuangan; sosialisasi; UMKM 

 

Abstract 

Cross-border trade on the border of two countries can have an impact on improving the economy of the 

people in the region, because the development of border areas is currently being carried out with a 

development approach and empowerment of people in border areas with the aim of increasing their 

income. This is an opportunity for MSMEs in border areas to increase their income. However, there is 

still a problem where MSMEs in border areas do not yet know the mechanism for managing export-

import documents in order to market their products. The purpose of this activity is to provide 

socialization and assistance to MSME actors in the border areas of Indonesia and Republic Democratic 

Timor Leste. The methods used are preparation, implementation and reporting. The result of this 

community service activity is that MSME actors in the border areas know and understand the process 

of making export and import documents to increase their income. 
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PENDAHULUAN 
Perdagangan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting artinya bagi peningkatan 

pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, serta sebagai sumber devisa untuk membiayai 

pembangunan. Kegiatan perdagangan internasional ditopang oleh dua kegiatan utama, yaitu ekspor 

dan impor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang dan/atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri 

oleh eksportir (penjual) sedangkan impor merupakan kegiatan membeli oleh importir (pembeli) yang 

nilai perdagangannya akan menjadi devisa ekspor bagi negara yang melakukan ekspor (Marfiana et al., 

2022). Karena itu, pengelolaan sektor perdagangan yang menyeluruh dan terpadu harus dilaksanakan 

berdasarkan prinsip kebebasan, keterbukaan, dan keadilan. Seperti halnya perdagangan lintas batas, 

adalah salah satu bentuk kegiatan perdagangan yang juga dilakukan oleh para pelaku usaha demi 

memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraan mereka. 

Perdagangan lintas batas berada di perbatasan dua negara, dapat memberikan dampak bagi 

peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut, karena pembangunan kawasan perbatasan saat 

ini dilakukan dengan pendekatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan 

dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Untuk itu berbagai aktivitas di sektor 

ekonomi terus ditingkatkan oleh pemerintah pusat dan daerah.  

Salah satu wilayah perbatasan Indonesia adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang 

berbatasan dengan negara Republik Demakratik Timor Leste. Perbatasan antar negara di NTT terletak 

di tiga (3)  kabupaten yaitu Belu, Kupang, dan Timor Tengah Utara (TTU).  Perbatasan antarnegara di 

Belu terletak memanjang dari utara ke selatan bagian Pulau Timor, sedangkan Kabupaten Kupang dan 

TTU berbatasan dengan salah satu wilayah Timor Leste, yaitu Oekussi, yang terpisah dan berada di 

tengah wilayah Indonesia (enclave).  Garis batas antarnegara di NTT ini terletak di 9 (sembilan) 

kecamatan, yaitu 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Kupang, 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten TTU, dan 

5 (lima) kecamatan di Kabupaten Belu.   

Guna mendorong pemerataan ekonomi di berbagai wilayah terutama perekonomian di kawasan 

perbatasan. Salah satu sektor pendorong pertumbuhan ekonomi adalah sektor Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM). UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian nasional. Berdasarkan data 

dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM di Indonesia telah 

mencapai 64,2 juta usaha pada kuartal pertama 2021 dan berkontribusi terhadap Produk Domestik 

Bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau senilai Rp 8.573 triliun. Melihat potensi peningkatan 

perekonomian yang besar tersebut, pemerintah menaruh perhatian khusus pada UMKM di Indonesia 

dan terus berupaya untuk memberdayakan mereka di berbagai kebijakan pemerintah dalam rangka 

mendorong pertumbuhan ekonomi.  Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Belu 

tahun 2021 jumlah UKM yang terdapat di Kabupaten Belu berjumlah 18.917 UKM dengan berbagai 

jenis usaha yang dilakukan.  

Untuk tetap menjaga keberlanjutan usaha dari UMKM pemerintah  mendorong dan 

mengupayakan berbagai potensi UMKM untuk mendukung optimalisasi potensi perekonomian pada 

kawasan perbatasan. Sebagai wujud perhatian dari pemerintah kepada masyarakat untuk menjaga 

stabilitas usaha dari pelaku UMKM berbagai upaya dilakukan. Banyak dari pelaku UMKM yang yakin 

bahwa usahanya mampu bertumbuh dan menjangkau pasar yang lebih luas, namun memiliki modal 

yang terbatas. Sejumlah UMKM juga masih belum tersentuh oleh lembaga keuangan, sehingga banyak 

pelaku usaha memilih untuk memanfaatkan lembaga keuangan mikro walaupun dengan beban dan 

risiko yang cukup berat. 

Azzahra, (2023) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa salah satu penyebab sektor UMKM sulit 

melakukan ekspor permasalahan legalitas serta iinformasi mengenai informasi agar dapat melakukan 

ekspor. Salah satu masalah lain pelaku UMKM di wilayah perbatasan adalah kurangnya efisiensi serta 

channel untuk distribusi barang, terutama bagi pelaku UMKM yang hendak memasarkan produknya 

ke negara lain dan ketidaktahuan mereka tentang pengurusan dokumen ekspor dan impor sehingga 

mereka memasarkan produk mereka melalui cara yang tidak sesuai dengan aturan. Sementara hasil 

penelitian Amtiran et al., (2022) ditemukan bahwa masih kurangnya sosialisasi serta pendampingan 
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terhadap UMKM menyebabkan para pelaku UMKM di Kabupaten Belu belum maksimal dalam 

mengembangkan usah mereka dan hanya sekedar berusaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. 

Perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di perbatasan Indonesia – Republik 

Demokratik Timor Leste (RDTL) terus mengalami perkembangan yang positif. UMKM di wilayah 

perbatasan  telah menjadi motor penggerak utama bagi masyarakat setempat dalam menciptakan 

lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Namun disisi 

lain  muncul  masalah yang dihadapi pelaku UMKM di wilayah perbatasan ini antara lain : (a) 

keterbatasan akses pembiayaan, (b) kurangnya efisiensi serta channel untuk mendistribusikan produk 

mereka terutama bagi pelaku UMKM yang hendak memasarkan produknya ke negara tetangga, (c) 

masih rendahnya literasi aspek legalitas dan perizinan mulai dari persyaratan hingga proses yang 

ditempuh dalam pengurusannya, dan (d) sebagian besar pelaku UMKM tidak memiliki pencatatan 

keuangan sehingga menyulitkan mereka dalam menghitung omset, pendapatan dari usaha mereka.  

Berangkat dari permasalahan dan  hasil penelitian tersebut maka perlu dilakukan sosialisasi dan 

pendampingan pengurusan dokumen ekspor/impor bagi UMKM di wilayah perbatasan dalam 

mendistribusikan produk mereka ke negara tetangga. 

 

METODE 
Kegiatan PKM Sosialisasi Pengurusan Dokumen Expor Impor Bagi Pelaku UMKM dilakukan di 

Pintu Lintas Batas Negara (PLBN)  Mota’ain Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur tanggal 17 Mei 

2023. Mitra kegiatan ini adalah Pengelola PLBN Mota’ain yang membantu untuk mengkoordinir peserta 

pelatihan ini. Pintu Lintas Batas Negara Mota’ain diresmikan pada 28 Desember 2016. Keberadaan 

PLBN Mota’ain sangat penting karena merupakan pintu masuk dan keluarnya orang dan barang dari 

dan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi PLBN tidak hanya dari aspek kepabeanan, 

keimigrasian  saja tetapi mencakup aspek yang lebih luas meliputi pertahanan dan keamanan, ekonomi, 

perdagangan dan politik.  Peserta kegiatan ini terdiri dari pelaku UMKM , Pengelola PLBN Mota’ain, 

Imigrasi, Bea Cukai dan TNI/Polri yang berjumlah 50 orang.  

Sebelum pelaksanaan kegiatan pengabdian, tim melakukan survei awal untuk mengidentifikasi 

profil peserta kegiatan dengan mengumpulkan data tentang sejauh mana pengetahuan dan 

pemahaman peserta tentang pengurusan dokumen ekspor dan impor. Materi yang akan disampaikan 

disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi peserta, yaitu pentingnya dokumen ekspor impor, jenis-

jenis dokumen ekspor impor, proses dan prosedur melakukan ekspor impor dan pembuatan dan 

penyusunan laporan keuangan.   

Berdasarkan analisis situasi sebelumnya dan permasalahan yang ada, maka solusi yang 

ditawarkan dalam pengabdian masyarakat ini adalah dengan memberikan pengetahuan mengenai 

pentingnya pengetahuan dan pemahaman pengurusan dokumen ekspor impor bagi pelaku UMKM 

yang ada di perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste.  

Dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bentuk kegiatan yang dilakukan adalah: 

• Memberikan sosialisasi pentingnya pengurusan dokumen ekspor impor, jenis-jenis dokumen 

ekspor impor. 

• Memberikan sosialisasi proses dan prosedur melakukan ekspor impor.  

• Memberikan sosialisasi pembuatan dan penyusunan laporan keuangan. 

Berikut tahapan – tahapan dari pelaksanaan kegiatan PKM Sosialisasi Pengurusan Dokumen Expor 

Impor Bagi Pelaku UMKM di Kabupaten Belu : 

1) Persiapan ; pada tahap ini tim PKM melakukan survei lapangan, identifikasi serta  analisis 

masalah tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM yang ada di wilayah 

perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia – Republik Demokratik Timor Leste sehingga 

dapat memberikan  solusi yang tepat yang disesuaikan dengan karakteritik setempat. 

2) Pelaksanaan ; pada tahap pelaksanaan kami menggunakan dua (2), yaitu metode ceramah dan 

metode diskusi. Metode ceramah dilakukan untuk memberikan sosialisasi literasi aspek 

legalitas pengurusan dokumen ekspor impor serta pembuatan dan penyusunan laporan 
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keuangan sederhana. Metode diskusi dilakukan untuk mengetahui umpan balik dan kendala-

kendala yang ditemui oleh para pelaku UMKM.   

3) Pelaporan ; pada tahap ini tim PKM membuat laporan hasil kegiatan PKM  yang terdiri dari 

solusi dan tindak lanjut kegiatan seperti pendampingan dalam pembuatan perizinan dokumen 

ekspor impor serta pembuatan laporan keuangan sederhana. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kegiatan PKM Sosialisasi Pengurusan Dokumen Expor Impor Bagi Pelaku UMKM di Kabupaten 

Belu dilaksanakan di Pos Lintas Batas Negara  (PLBN) Motaain, Kabupaten Belu. Fokus permasalahan 

adalah masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada pelaku UMKM tertutama berkaitan dengan 

kegiatan ekspor hasil produk mereka ke negara tetangga Timor Leste. Ketidaktahuan terhadap regulasi 

dan aturan ini tentunya menjadi hambatan dan tantangan bagi pelaku UMKM untuk dapat 

memasarkan produk mereka.  

 

Sosialisasi Pengurusan Dokumen Ekspor Impor 
Salah satu masalah yang dialami oleh pelaku UMKM di wilayah perbatasan adalah kurangnya  

literasi aspek legalitas dan perizinan tentang masuk dan keluarnya orang dan barang dari dan ke 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk meningkatkan literasi pelaku UMKM tentang 

mekanisme pengurusan dokumen ekspor impor tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu 

diperhatikan, antara lain : 

a. Kemudahan Pengurusan Dokumen Ekspor Pelaku UMKM.  

Untuk memudahkan para pelaku usaha di wilayah perbatasan agar dapat mengembangkan 

usahanya terdapat beberapa kebijkan ekonomi yang perlu dilakukan, antara lain :  

1) pemberian fasilitas fiskal berupa pembebasan bea masuk serta PPN dan PPNBM yang tidak 

dipungut kepada pelaku UMKM. Dampak dari kebijakan tersebut adanya peningkatan daya 

saing dari para pelaku usaha yang ada di wilayah perbatasan. 

2) memberikan skema persyaratan dan kriteria pemberian fasilitas serta prosedur kepabeanan ; 

kebijakan ini diberikan bagi pelaku UKM yang melakukan kegiatan ekspor impor. Fasilitas ini 

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2019 (Kemenkeu, 2019). 

3) membuat saluran impor dan ekspor bahan baku dan hasil UKM melalui Pusat Logistik Berikat 

yaitu tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau 

barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih 

kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. 

b. Upaya Yang dilakukan untuk Meningkatkan Potensi Ekspor UKM. 

Materi ini menjabarkan bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan potensi ekspor 

UKM terutama dalam jangka pendek, antara lain : (1) perbaikan iklim usaha melalui pelayanan 

perijinan terintegrasi online single submission ; (2) fasilitas insentif perpajakan dan (3) 

pengembangan vokasi. 

 

Dari  kegiatan ini terdapat beberapa solusi yang diberikan , antara lain : 

a. Peningkatan pemahaman peserta tentang aspek legalitas dan perizinan dokumen ekspor impor. 

Peserta pelatihan telah memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai mekanisme pengurusan 

perizinan dokumen ekspor impor sehingga mereka dapat memasarkan produk mereka ke negara 

Timor Leste. 

b. Peningkatan pemahaman peserta pelatihan  tentang fungsi dan tugas Bea Cukai dalam 

mengasistensi kegiatan ekspor dalam segala aspek mulai dari pencarian pasar, pegurusan izin 

hingga pelaksanaan teknis ekspor. 

c. Peningkatan pengetahuan peserta tentang peran pengusaha mikro dalam program pemulihan dan 

pertumbuhan ekonomi nasional. 
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d. Pelaksanaan kebijakan jangka pendek yang dilakukan oleh instansi pemerintah seperti Dinas 

Koperasi Usaha Kecil dan Menegah serta Perbankan melalui  ; perbaikan iklim usaha melalui 

pelayanan perizinan terintegrasi, fasilitas insentif perpajakan, pengembangan vokasi. 

 

Pembuatan Laporan Keuangan Sederhana 
 Selanjutnya pemberian materi tentang pembuatan dan penyusunan laporan keuangan sederhana 

bagi pelaku UMKM.  

a. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang pentingnya pembuatan laporan 

keuangan bagi usaha mereka. 

b. Peserta pelatihan dapat membuat laporan keuangan sederhana untuk usaha mereka. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan untuk memberikan 

pemahaman tentang pengurusan dokumen ekspor dan impor kepada pelaku UMKM dapat 

disimpulkan : 1). Melalui  kegiatan PKM ini pelaku UMKM memberikan respon positif  mengenai 

pentingnya mengetahui mekanisme pengurusan dokumen ekspor dan impor bagi keberlanjutan usaha 

mereka; 2). Melalui kegiatan PKM ini pelaku UMKM memahami pentingnya penyusunan laporan 

keuangan bagi usaha mereka; 3). Mitra dapat mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku 

UMKM di wilayah perbatasan sehingga mereka dapat memberikan pendampingan tentang prosedur 

pengurusan dokumen ekspor impor; 4). Terjadinya sinergitas antara pihak-pihak yang terlibat dalam 

pengembangan UMKM di Kabupaten Belu agar dapat memberikan kemudahan bagi pengembangan 

usaha kecil menengah yang ada serta memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki (baik sumber 

daya manusia dan sumber daya alam) oleh Kabupaten Belu.  

Pelatihan dan pendampingan bagi para pelaku UMKM secara komprehensif melalui 

peningkatan kapasitas SDM, kualitas produk yang dihasilkan sehingga dapat bersaing dengan produk 

lainnya, dan pembuatan dan penyusunan laporan keuangan sederhana. Selain itu implementasi 

kebijakan atau metode yang tepat untuk memimalisir kendala-kendala yang dapat terjadi sehingga 

tidak merugikan para pelaku UMKM terutama yang berada di kawasan perbatasan Indonesia – Timor 

Leste. 
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